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ABSTRAK
Anna  Gusti  Tristiati  E.0010039  ANALISIS  YURIDIS  PENGANGKATAN  ANAK
ANTAR  WARGA  NEGARA  INDONESIA  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002  JUNCTO  UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23  TAHUN  2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
54  TAHUN  2007  TENTANG  PELAKSANAAN  PENGANGKATAN  ANAK  (STUDI
KASUS  PENETAPAN  PENGADILAN  NEGERI  DAN  PENGADILAN  AGAMA).
Penulis mengangkat Judul Penulisan Hukum (Skripsi) Analisis Yuridis Pengangkatan Anak
Antar Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Studi Kasus Dua Penetapan Pengadilan Negeri dan
Dua Pengadilan Agama, bertujuan untuk mengetahui indikator pertimbangan hakim dalam
mengabulkan  permohonan  pengangkatan  anak  dan  status  hukum  anak  angkat.  Metode
penelitian  yang  penulis  gunakan  yaitu  penelitian  hukum normatif  menemukan  kebenaran
koherensi  kesesuaian tindakan hukum seseorang dalam masyarakat  dengan aturan  hukum
yang ada. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan, koherensi antara
aturan hukum dan tingkah laku bukan perilaku serta menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan kasus, karena penulis menelaah kasus pengangkatan anak dari regulasi yang
ada  dan  masih  berlaku  tentang  pertimbangan  hukum  hakim  yang  digunakan  untuk
mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan status anak angkat. Hasil penulisan hukum
ini bisa dijadikan referensi untuk masyarakat dan penegak hukum tentang pengangkatan anak
dan status hukumnya bahwa dalam 4 (empat) penetapan pengadilan, dua pengadilan negeri
dan dua pengadilan agama terdapat banyak kesamaan indikator pertimbangan hakim untuk
mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor
23  Tahun  2002  juncto  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu Uraian
tujuan dan maksud dari pengangkatan anak, kesamaan agama calon anak angkat dan orang
tua angkat, domisili,  surat  keterangan dan pernyataan dari orang tua kandung, pernyataan
kesediaan calon orang tua angkat, dan alat bukti seperti surat keterangan dari Dinas Sosial,
serta slip penghasilan bagi calon orang tua angkat. Penetapan dari 2 (dua) pengadilan tersebut
memberikan status hukum anak angkat berbeda dengan anak kandung, di Pengadilan Agama,
secara hukum Islam pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan memperlakukan anak dalam
segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang
bukan  memperlakukan  sebagai  anak  kandung  (nasab),  sedangkan  dalam hukum nasional
Indonesia  yang wewenangnya diberikan pada pengadilan negeri,  tujuan mengangkat  anak
adalah  memperlakukan  seperti  anak  kandung  sendiri  yang  dianggap  sebagai  anak  yang
dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dengan konsekuensi kelak dapat mewarisi harta
peninggalan orang tua angkatnya.
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